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PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR : 30 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN BADAN KAPAL

DALAM KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

bahwa pembuatan badan kapal menyangkut keselamatan umum, oleh karena itu
Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pembuatan badan kapal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan Izin Pembuatan Badan Kapal dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352
tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPernerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pernerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-076/MK.10/2000, tanggal 29

Menetapkan

Mei 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PEMBUATAN BADAN
KAPAL DALAM KOTA SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kota Samarinda;

b. Pernerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pernerintahan daerah;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;

d. Pejabat

adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang seesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;

f.  Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;



g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas
Pendapatan Kota Samarinda;

h. Izin Pernbuatan Badan Kapal / Ponton atau sejenisnya adalah izin yang diberikan oleh Walikota
Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan dalam membuat / memesan
badan kapal baik yang digunakan untuk keperluan perusahaan atau untuk keperluan pribadi;

1.  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu;

j-  Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa
pernbayaran bukan merupakan retribusi;

k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

1.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jurnlah retribusi yang terutang;

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

n. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, flrma. Kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya;

o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal,

p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

q- Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang tedadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Izin Pembuatan Badan Kapal dipungut biaya atas pelayanan pembuatan izin pembuatan
badan kapal.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin usaha pembuatan badan kapal dalam Kota Samarinda
yang meliputi IUI dan TDI kepada perusahaan baik pribadi atau badan hukum atas usaha pembuatan
badan kapal (industri pembuatan badan kapal).



